BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai akhir dari penulisan hukum ini penulis menyampaikan
beberapa poin kesimpulan terkait kriminalisasi terhadap praktek prostitusi

di Kabupaten Sleman:

1. Prostitusi merupakan suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan
norma agama, kesusilaan, dan hukum serta berdampak negatif terhadap
kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara, juga
merendahkan harkat dan martabat manusia. Saat ini hukum yang ada di
Kabupaten Sleman hanya dapat menjerat mucikari dan penyedia rumah
bordir, namun belum dapat menjerat pengguna dan pekerja seks
komersial. Hal ini menunjukan bahwa sangat diperlukan suatu
kebijakan hukum pidana yang baru sebagai upaya penanggulangan
prostitusi di Kabupaten Sleman. Untuk menentukan suatu perbuatan
prostitusi menjadi suatu tindakan pidana harus ada ketentuan umum,
siapa orang yang bisa dijerat, dan sanksi bagi pelaku.

2. Upaya pengendalian praktek prostitusi di Kabupaten Sleman, yakni
melalui penyuluhan terhadap Pekerja Seks Komersial di Kabupaten
Sleman, Pembinaan dan Pembuatan Surat Pernyataan tidak mengulangi
praktek pelacuran kembali oleh Pekerja Seks Komersial yang terjaring
operasi Yyustisia, dan penangkapan kemudian dilakukan penindakan

secara Pidana.

59



B. Saran

Sebagai penutup penulis memberikan saran sebagai berikut:
Kepada Pemerintah Daerah Sleman, pentingnya Perda atau
Peraturan Daerah, karena di samping pemerintah dapat menjerat
dengan pasal yang tepat, para pekerja seks juga akan jera karena ada
aturan yang jelas tertera dalam perda tersebut, sehingga dalam
ancaman undang-undang Sleman akan tercantum jelas mengenai
pasal tentang pelacuran atau lokalisasi.

Kepada OPD yang menjalankan kegiatan pengendalian tindakan
prostitusi agar tetap mempertahankan pelaksanaan pengendalian
kegiatan prostitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang ada. Pengendalian tindakan prostitusi mesti dilakukan dengan
kerjasama yang baik dengan masyarakat agar masyarakat lebih peka
dengan keadaan sekitar akan adanya tempat-tempat yang berkedok

prostitusi.
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